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BAB V 

KESIMPILAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Pembentukan BUMDes yang inovatif mengandung subtansi Pertama, 

bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah persyaratan, yang menjadi dasar 

kelayakan pembentukan BUMDes. Kedua, BUMDes merupkan usaha desa yang 

bercirikan kepemilikan kolektif, Ketiga, mekanisme pembentukan BUMDes 

bersifat inklusif, deliberative dan partisipatoris, Keempat, pengelolaan BUMDes 

bersifat demokratis dan teknokratis. 

5.1.1. Perencanaan (Planning) 

Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Fatuaruin sudah 

dilakukan secara musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat namun 

masih belum maksimal dalam pembinaan terhadap BUMDes desa Fatuaruin, 

beberapa permasalahan, diantaranya adalah ada bagaimanakah isi program 

BUMDes, dan bagaimana Implementasinya serta bagaimanakah hambatannya 

dalam mengelola potensi desa. 

5.1.2. Pengorganisasian (Organizing) 

Wujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

perlu adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai siatu 

tujuan secara efektif dan efisien. BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah 

desa sebagai suatu upaya untuk menggerakan perekonomian di desa, 

pemerintah desa sudah berupaya menentukan personil-personil yang agar 

mempu menggerakkan BUMDes untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik 

Desa. 
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5.1.3. Penggerakan (Actuating) 

Program BUMDes desa Fatuaruin bergerak di bidang jenis usaha 

Bisnis, Bisnis Penyewaan. Dalam implementasinya program-program 

BUMDes telah berjalan secara baik dan hambatannya dalam mengelola 

BUMDes serta mengelola potensi Sumber daya alam desa mengenai 

perencanaan keuangan dan hasil bumi belum terkelola dengan baik dan tepat 

sasaran sehingga meskipun program tersebut sudah berjalan akan tetapi 

hasinya belum sepenuhnya. 

5.1.4. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi 

manajemen dilaksanakan untuk mengetahui Apakah semua kegiatan telah 

dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya; Apakah didalam 

pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan 

wewenang, penyimpangan dan pemborosan; Untuk mencegah terjadinya 

kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang 

penyimpangan, dan pemborosan; Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas 

organisasi. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas terhadap 

pengelolaan BUMDes Mentari di desa Fatuaruin sudah dilakukan secara baik 

5.2. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah di buat maka 

terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki dalam 

pengelolaan BUMDes Mentari Desa Fatuaruin diantaranya : 

1. Dalam melakukan revisi atau meninjau kembali dasar pendirian BUMDes 

perlu diperhatikan berkaitan dengan pematangan isi program BUMDes, 
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dan bagaimana Implementasinya serta bagaimanakah hambatannya dalam 

mengelola potensi desa. 

2. Sumber daya manusia yang potensial dalam mengelola BUMDes 

 

3. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan 

program BUMDes, dan kedepannya dapat diperbaiki atau ditinjau kembali 

4. Penetapan Dewan Pengawas kiranya dapat menghindari Kolusi sehingga 

dalam melaksanakan tugasnya lebih profesional. 
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